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Abstrak

Pemerintah telah berulang kali mencoba mengentaskan kemiskinan. Salah satu
cara yang dilakukan dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan
program jaminan sosial yang dalam jangka panjang bertujuan memutus rantai
kemiskinan. Program ini terus mengalami penyempurnaan, salah satu revisinya
adalah munculnya konversi penyaluran bantuan yang semula dari tunai menjadi
non tunai seperti termuat dalam Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang
Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. Konversi tersebut bertujuan agar
munculnyatiga T; tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, sehingga semakin
transparansi. Namun setiap perubahan menimbulkan dampak di luar dari hasil
utama yang direncanakan, apalagi di daerah yang jauh dari kota yang mana daerah
Dlingo termasuk yang sulit untuk diakses. Oleh sebab itu pertanyaan yang
digjukan dalam pendlitian ini adalah bagaimana dampak konversi penyaluran
bantuan dari tunai ke non-tunai terhadap keluarga penerima manfaat PKH di
K ecamatan Dlingo.

Guna menjawab pertanyaan di atas penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dan metode pengambilan datanya dengan wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Pengujian keakuratan data menggunakan tiga langkah yaitu menguji
data dengan teori, menguji data dengan membandingkan perkataan informan di
tempat umum dengan secara pribadi, dan pengecekan sumber data yang sama
dengan metode yang berbeda..

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dampak konversi bantuan dari tunai ke
non tunai telah menimbulkan dampak positif seperti, timbulnya peluang ekonomi
yang termanifestas dalam warung yang berjgaring dan meningkatnya
transparansi penyaluran bantuan. Namun ditemukan di Dlingo, kebijakan ini
menimbulkan dampak negatif yaitu munculnya gagap teknologi (culture lag)
meliputi: saldo nol, pin terblokir, penyelewengan bantuan, gagapnya kontrol
penyaluran, kesulitan akses penyaluran bantuan, rancunya teknis aduan, dan
kegagapan pencairan bantuan. Dilihat secara teoritis penelitian ini melengkapi
teorinya Riant Nugroho bahwa tujuan dari kebijakan sosial adalah mempercepat
perubahan sosia dan mendorong kemampuan masyarakat untuk memecahkan
setigp konflik secara damai. Namun, Riant hanya melihat persoalan kebijakan
sosial tidak secara jangka pendek tetapi jangka panjang sehingga dampak jangka
pendek soal gegar budaya luput dari analisanya. Penelitian ini sudah menguatkan
konsepnya Budi Winarno bahwa kebijakan/program baru cenderung sulit untuk
diimplementasikan karena aktor dan strukturnya belum mapan. Namun teorinya
Budi Winarno sendiri belum disebutkan secara mendetail dari dampak
kebijakan/program baru, itu hanya sebatas peringatan untuk hati-hati dalam
mengimplementasikan kebijakan baru. Oleh karena itu penelitian ini penting
karena menjelaskan gagap teknologi (culture lag) yang muncul dalam kebijakan
jangka pendek.

Kata Kunci: Dampak, Konversi Bantuan, Program Keluarga Harapan, Culture
Shock
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Motto

Maijelis telah usai dan umur pun telah berakhir, Kami masih saja berada dalam
awal sifat-Mu."

! Seyyed Ahmad Fazeli, “Tasybih dan Tanzih dalam Relevansi Syariat, dalam jurnal,” Mula Sadra:
Jurnal Filsafat Islam dan Mistisisme, Raustan Fikr, No. 5, Volume Il tahun 2012.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membincang kemiskinan sama seperti membicarakan sgarah
kehidupan manusia yang tiada habisnya. Tema kemiskinan menjadi topik
yang selalu hangat dan sekaligus menjadi perhatian banyak kalangan.
Mengenai definisi kemiskinan sendiri sudah banyak diuraikan dari berbagai
dimensi, mula dari persoalan sederhana hingga yang sangat kompleks.
Suryawati misalnya mendefinisikan kemiskinan secara sempit, kemiskinan
dipahami sebagai kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan
hidup, sedangkan kemiskinan secara luas dipahami sebagai masalah
multidimensional.’ Sedangkan menurut Chambers sebuah kemiskinan
merupakan konsep integras yang memiliki empat dimens yaitu:
ketidakberdayaan, kerentanan menghadapi situas darurat, ketergantungan,
dan keterasingan.’

Begitu rawannya dampak kemiskinan bagi kehidupan bernegara maka
pemerintah berkewgjiban menggulirkan dalam setigp kementrian untuk
bersama memunculkan kebijakan “anti-kemiskinan”.® Sebuah strateg

“keroyokan” yang fokus menangani persoalan kemiskinan. Sebagaimana

sebuah kebijakan tidak selalu berkorelas positif terhadap kehidupan

'Khaidiziah Isnaini, Implementass Program Keluarga Harapan dalam
Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto: Jurnal
Administrasi Publik, (Universitas Brawijaya, Vol.2, No.4, 2015), 709.

2 Chriswardani Suryawati, Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional: Jurnal
JMPK Vol. 08, No. 03 ( 3 September 2005), 122.

® Mubyarto, Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokras Pancasila Indonesia
(Yogyakarta: Aditya Media, 1997), 135.
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masyarakat, akan tetapi sebuah kebijakan selalu mempunyai dua mata sis,
kebijakan akan berkorelas positif terhadap cita-cita yang dituju tetapi juga
tidak bisa dipungkiri akan menimbulkan persoalan yang baru.*

Di dalam sebuah studi pembangunan pernah dilontarkan oleh Sadono
Sukismo dalam bukunya Ekonomi Pembangunan bahwa ada efek dualisme
pembangunan yaitu satu sisk menuju pada yang direncanakan dan di sisi yang
lain memunculkan persoalan-persoalan baru yang merugikan masyarakat.
Oleh karena itu setiagp perencanaan harus dilakukan dengan berbagai
pertimbangan yang matang dan didekati dari bermacam-macam sudut
pandang.® Supaya efek-efek yang negatif sekecil mungkin bisa ditekan.

Pendekatan pembangunan perlu untuk dibuka lebar-lebar dari kaca
mata pembacaan dari segala arah untuk memformulasikan kebijakan yang
tepat, dan menghindarkan dari kebijakan yang fatal. Ada sebuah ilustras
menarik dari percakapan kera dengan ikan. Kera yang melihat ikan sedang
asik berenang di air pahami oleh kera bahwa ikan itu meminta tolong untuk
diangkat ke daratan agar selamat dari hanyutan air. Diambillah ikan itu oleh

kera ke daratan, dan apa yang terjadi maksud baik untuk menolong, karena

“Sebagimana kebijakan  yang bertujuan untuk pelestarian hutan dengan
memindahkan pemukiman penduduk jauh dari kawasan hutan. Kebijakan itu berhasil
memindahkan penduduk akan tetapi timbul persoalan baru. Lahan garapan penduduk tidak
seluas semasa tinggal didekat hutan. Dan itu berdampak terhadap menurunnya pendampatan,
buruknya sanitasi, belum lagi di tempat yang baru mereka kehilangan ritua-ritual yang
berhubungan dengan hutan. Pemindahan pemukiman tersebut berhasil menjaga kelestarian
hutan, disisi yang lain kehilangan budaya, buruknya kesehatan dan menurunnya ekonomi
yang harus dialami. Tania Murray Li, The Will to Improve (Jakarta: Marjin Kiri, 2012), 140.

® Sadono Sukismo, Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan
(Jakarta: Kencana, 2007), 34.
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tidak memahami kehidupan ikan, akhirnya berakibat fatal dan meninggallah
ikan tersebut.®

Program Keluarga Harapan (PKH)’ merupakan sebuah program yang
didesain khusus oleh pemerintah dengan tujuan penanggulangan kemiskinan.
Program itu terus mengalami tambal-sulam, misalnya sgja dari visi-misi yang
mana tujuan jangka panjang program itu yaitu untuk memutus rantai
kemiskinan. Kondisi miskin harus “diaputasi” agar tidak menjalar ke anak
turunnya. Sedangkan dalam jangka pendek mempunya tujuan untuk
membantu mencukupi kebutuhan dasar keluarga, meningkatkan konsumsi
keluarga, mendorong |ahirnya dan berkembangnya ekonomi masyarakat, serta
memangkas ketimpangan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin.®

Strategi yang diterapkan berupa stimulus yang mengadopsi konsep
hukuman dan hadiah, oleh karena itu ada tahapan-tahapan atau syarat-sSyarat
yang harus dipenuhi oleh keluarga penerima manfaat. Singkatnya hadian akan
didapatkan apabila dapat memenuhi syarat-syarat yang ada di program PKH.
Sementara bagi yang tidak komitmen terhadap syarat-syarat tersebut akan
mendapatkan hukuman. Adapun terkait dengan hadiah, keluarga tersebut
akan mendapatkan kelancaran bantuan, sedangkan bagi keluarga yang
mendapatkan hukuman, bantuannya akan ditunda atau kalau sampai

melanggar aturan yang berat bisa dikeluarkan dari keanggotaan PKH.®

® Pgjar Hatma Indara Jaya, Analisis Masalah Sosial (Y ogyakarta: Senter, 2008), 24.
" Selebihnya Program Keluarga Harapan disingkat PKH.
8 Pengarahan 1bu Rahayu ketua Bantuan Jaminan Sosiad Dinas Sosial Kabupaten
Bantul dalam Acra sosialisasi PKH di Kecamatan Dlingo pada tanggal 21 Januari 2018.
9 .
Ibid.
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Di dalam penanggulangan kemiskinan ataupun pengentasan
kemiskinan indikator keberhasilan ada pada perubahan perilaku. Adapun
untuk sampai pada perubahan perilaku tersebut dimodifikasilah syarat-syarat
yang ada di PKH, yang mana berisi step-step guna mendorong keluarga
tersebut terbiasa mencukupi kebutuhan dasar sebagaimana pada masyarakat
umumnya. Misalnya; bagi ibu hamil dibebani syarat untuk memeriksakan
kehamilannya sesuai jadwal dari fasilitas kesehatan, anak sekolah mempunyal
kewgjiban untuk disiplin hadir di sekolah, sementara lansia wajib untuk
kontrol kesehatan di posyandu lansia.*®

Model yang dipakai dalam penyaluran bantuan sejenis bantuan tunai
bersyarat (conditional cash transfer) yang mana di dalam penyalurannya
bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu bank sebagal jasa penyalur bantuan.
Karena model penyalurannya menggunakan transfer maka setiap keluarga
penerima manfaat mendapatkan kartu anggota penerima program PKH. Kartu
tersebut berfungsi ganda yaitu, sebagai kartu peserta dan sebaga aat
transaks atau ATM.

Model penyaluran ini merupakan perbaikan dari penyaluran
sebelumnya yaitu menggunakan tunai. Sistem tunai mengharuskan setiap
keluarga penerima manfaat mendapatkan uang cash setiap penyaluran.
Sementara sistem tunai tersebut dikonvers atau dirubah dengan sistem non
tunai. Pada sistem non tunai ini penyalurannya menggunakan ATM, kondis

tersebut membuat keluarga penerima manfaat tidak secara langsung

19 Modul Bimtek Program Keluarga Harapan tahun 2016
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mendapatkan uang cash, akan tetapi ada pengendapan sgjenak bantuannya di
bank penyalur. Sehingga ini memungkinkan uang tersebut masuk ke dalam
tabungan masing-masing kel uarga penerima manfaat.**

Adapun konversi tersebut dalam ha model penyaluran bantuan
mempunyai beberapa asumsi yaitu kemudahan yang akan didapatkan
keluarga penerima manfaat seperti pelayanan yang ramah dan terstandarisasi.
Tentunya dengan menggunakan ATM, bagi keluarga penerima manfaat dapat
mencairkan bantuannya kapan sgja, berapa sgja, dan dimana sagja. Tidak
terikat waktu dan tempat, asal di sana ada tempat untuk transaksi dengan
ATM, maka di tempat tersebut dapat dilakukan pencairan bantuan. Pada
akhirnya keluarga penerima manfaat sudah tidak perlu antri lagi dalam
pengambilan bantuan setiap kali bantuan turun.*?

Atas asumsi di atas pada tahun 2017 model penyaluran bantuan
dikonversi dari yang semula tuna menjadi non-tunai sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan
Sosial Non Tunai.*® Ada tiga sasaran yang akan dicapai dengan menggunakan
penyaluran model non-tuna yaitu jargon 3T: tepat waktu penyaluran, tepat
sasaran keluarga penerima manfaat, dan tepat jumlah bantuan. Dari ketiga
jargon tersebut mengarah padaistilah yaitu transparansi.**

Namun, apakah gambaran keluarga penerima manfaat tersebut terjadi

di setiap daerah. Berdasarkan latar belakang masalah ini perlu memeriksa dan

1 Buku panduan Program K eluarga Harapan tahun 2016.
12 .
[bid.
%3 peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non
Tunai.
* Ibid.



mengevaluasi dari konversi penyaluran bantuan PKH yang semula dengan
model tunai menjadi non-tunai. penelitian ini memeriksa apakah asumsi
kemudahan yang ditawarkan yang terjadi seperti di kota-kota juga akan
terjadi kemudahan juga di daerah Dlingo. Sementara ini wilayah Kecamatan
Dlingo tergolong bertipologi pedesaan yang mana akses untuk ATM masih
langka. Secara geografis terkendala dengan jalan yang naik turun sehingga
menyulitkan akses untuk mobilisasi masyarakat.
. Rumusan M asalah

Berlandaskan dari latar belakang masalah di atas pertanyaan yang
peneliti gjukan adalah bagaimana implementasi dan implikasi kebijakan
konversi bantuan dari tunai ke non-tunai Program Keluarga Harapan di
Kecamatan Dlingo?
. Tujuan dan Kegunaan Pendlitian

Tujuan dari penelitian ini melengkapi khasanah kebijakan publik
khususnya pada ranah intervens kebijakan. Penelitian ini juga dapat
digolongkan pada studi pedesaan, yang mana sedikit banyak mengupas
struktur masyarakat desa. Di samping itu juga sebagai wujud kontribusi
peneliti pada studi Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik (IPKP) dan
kajian pemberdayaan masyarakat (community development) dalam kiprahnya
mengentaskan kemiskinan guna mewujudkan kesegjahteraan masyarakat.
Semoga dapat melengkapi referensi guna memberikan sudut pandang yang

lain dalam hal pengambilan kebijakan sosial.



D. Kajian Pustaka

Jenis penelitian dan kaian kepustakaan yang berkaitan dengan
pemberian stimulus baik secara tunai maupun non tunai kaitannya dengan
perubahan sosia, bukan hal yang baru lagi. Hasil penelitian sebelumnya
sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain dari berbagai kalangan.
Maka untuk mengetahui kebaharuan dan keaslian yang akan dihasilkan dalam
penelitian ini perlu penulis sgjikan beberapa hasil kajian yang sudah pernah
dilakukan. Beberapa penelitian itu sebagai berikut:

Pendlitian yang dilakukan oleh Astri Sani dan Utami Dewi,™ Jantji
Manday dan M. Jonru,*® dan Agus Purwanto™” merupakan jenis penelitian
kualitatif dengan subyek penelitian keluarga penerima manfaat yang
mengikuti Program Keluarga Harapan. Adapun yang menjadi obyeknya Astri
Sani dan Utami Dewi menyoroti soal kinerja pelaksanaan PKH. PKH akan
berjalan dengan baik jika mematuhi standar operasional pelaksanaan (SOP).
Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Jantji Manday dan Jonru M.
Ruru yang mengoreksi kebijakan PKH tidak efektif. Rumus yang digunakan
yaitu semakin efektif program semakin mensegahterakan, akan tetapi
temuannya, PKH tidak mampu mengurangi kemiskinan yang disebabkan
tidak tepat sasaran. Kemudian Agus Purwanto yang menyoroti soa

implementasi  kebijakan PKH dengan temuan bahwa program tersebut

> Astri Sani dan Dewi Utami, Kinerja Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan
dalam Optimalisasi Program Keluarga Harapan di Kota Yogyakarta: Jurnal 1lmu Keluarga
dan Konsumen, Vol.3, No. 2 (Agustus 2010), 103.

16 Jantji manday dan Jonru M. Ruru, Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan
di Kabupaten Sragen: Jurnal Wacana, Vol 16, No 2 (Tahun 2013), 79.

¥ Agus Purwanto, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam
Memutus Rantai Kemiskinan: Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNHAS,2013).
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berjalan dengan cukup baik sesuai rencana. Terbukti peserta PKH yang rata-
rata rumah tangga sangat miskin mendapat pelayanan di bidang kesehatan
dan pendidikan. Berkat program itu peserta PKH terfasilitass untuk
menggunakan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kesehatan dan
pendidikan keluarganya.

Penelitian yang dilakukan oleh Tania Murrai Li yang meneliti Sisi-Sis
gelap peningkatan kesgjahteraan masyarakat yang dibungkus melalui tema
“pembangunan” di Sulawesi, telah memberikan gambaran yang komplit
mengenai dampak suatu kebijakan. Obyek penelitian ini mengambil massa
sebelum kemerdekaan sampai eranya Orde Baru. Penelitian ini menghasilkan
kesimpulan bahwa kebijakan mempunyai dampak buruk yang luput dari
ramalan. Tania juga ingin mengatakan bahwa para peramal terlalu terkukung
dan lebih menyederhanakan masalah.*®

Dari penelusuran penulis sejauh ini belum ada penelitian yang dalam
satu program PKH yang meneliti tentang konversi penyaluran bantuan yang
meneliti konvers penyaluran bantuan dari tuani menjadi non tunai.
Sementara itu terkait dengan evaluas sebuah program pemerintah
sebagaimana dikupas dalam penelitiannya Tania yang menyimpulkan bahwa
program pemerintah berdampak buruk dalam jangka panjang, ha tersebut
disebabkan tidak lengkapnya analisa dalam penyusunan kebijakan.

Sedangkan penelitian ini lebih banyak mengupas evaluasi program

18 TaniaMurray Li, The Will to Improve (Jakarta: Marjin Kiri, 2012), 140.
8



pemerintah dalam jangka pendek, sehingga antara penelitian yang dilakukan
Tania dengan penelitian ini jelas berbeda.
E. Kerangka Teoritis
1. Konversi sebagai bagian dari Kebijakan Sosial
Sebelum menjelaskan pengertian kebijakan konversi sebagai
bagian dari kebijakan sosial. Lebih awal penulis sgjikan definisi dan
domain dari kebijakan publik, sekaligus diuraikan perbedaan anatara
kebijakan publik dengan kebijakan sosia yang mana ini sering terjadi
salah pengertian dan sering tumpang tindih. Dan terakhir menyajikan teori
bahwa konversi sebagai bagian dari kebijakan sosial. Hal ini tidak lepas
dari pandangan Riant Nugroho bahwa kasus untuk negara berkembang
pembangunan tidak cukup jika hanya mengakuisisi kebijakan publik sgja
akan tetapi harus masuk lebih jauh dengan kebijakan sosialnya.'®
Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah apapun yang

dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.?
Sementara Harold Laswell mendefinisikan kebijakan publik sebagai
program yang terproyeksi dari cita-cita, nilai, dan praktik. Lebih
sederhana lagi pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh David
Easton bahwa kebigjakan publik semua mencakup dampak positif-negatif
dari semua aktivitas pemerintah.?! Dari ketiga tokoh pakar kebijakan

publik sama-sama mempunyai arti penting dari kebijakan publik yaitu

¥ Riant Nugroho, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang! (Y ogyakarta:
Pustaka Pelgjar, 2015), 40.
2 Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi, (Y ogyakarta: CAPS, 2016), 20.
2! Riant Nugroho, Kebijakan Publik di Negara. .., 43.
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bagaimana mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya
saing.”

Menurut Riant Nugroho ada tiga alasan mengapa pengertian
kebijakan publik itu cenderung sulit untuk didefinisikan atau kalau mudah
banyak sekali ragamnya hal ini; pertama, karena kebijakan publik itu
mempunyai banyak definisi. Kedua, kebijakan publik lebih dimaknai
sebagai ilmu ketataprajaan atau ilmu usaha negara. Ketiga, negara saat ini
sudah mulai berkembang dan istilah kebijakan publik tidak cukup hanya
soal ilmu usaha negara, dimana cara mengurus negara mulai bergeser
yaitu mengadopsi model organisasi perusahaan sebagai contohnya negara
memiliki Badan-Badan Usaha Milik Negara yang dikelola bukan oleh
negara®

Kebijakan publik dapat dibedah menjadi lima tingkatkatan secara
luas wilayah cangkupannya diantaranya: pada tingkatan yang paling dasar
kebijakan publik juga dipahami sebaga birokrasi. Birokrasi adalah
kegiatan yang berkenaan dengan implementasi kebijakan publik yang
telah dibuat sebelumnya oleh lembaga-lembaga perwakilan publik. Jadi
birokrasi ini merupakan wadah kegiatan sehari-hari dari sebuah
pemerintah yang paling sederhana dan mengcangkup hal-hal yang bersifat
teknis dari begitu banyak manusia.

Tingkatan yang kedua dinamakan pemerintah atau eksekutif adalah

sebuah cara dimana tujuan pemerintah dicapai. Wewenang eksekutif ini

%2 Riant Nugroho, Public Policy, (Jakarta:Elex Media Komputimbo, 2009), 142.
#Riant Nugroho, Gender dan Administrasi Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelgjar,
2008), 98.
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dapat dibedakan dengan legidatif dan yudikatif. Dimana eksekutif
merupakan bagian yang menjalankan kebijakan, legidatif kelompok yang
membuat peraturan, dan yudikatif yang mengawasi. Orang yang paling
tinggi di wilayah eksekutif ini adalah presiden, menteri, gubernur, dan
bupati.

Di tahap ketiga merupakan negara (state). Konsep negara disini
mengacu pada tiga lembaga politik yaitu eksekutif, legidatif, dan
yudikatif. Dengan pemahaman seperti ini maka sektor negara atau negara
dinilai sebagai lembaga yang mengelola urusan-urusan pelayanan publik
yaitu yang bersifat melayani masyarakat apapun bentuk dan prosesnya.

Kelompok yang ketiga dinamakan negara-masyarakat. Di dalam
kelompok ini  kebijakan publik adalah suatu tindakan untuk
merealisasikan kepentingan-kepentingan publik yang sebesar-besarnya.
Nama lain dari kelompok negara-masyarakat sering disebut juga dengan
model kepemerintahan yang baik, dimana gagasan ini diperkuat dengan
munculnya konsep pengelolaan negarayang mendukung kemitraan antara
negara dengan masyarakat.

Pada tingkatan yang paling tinggi atau paling luas cangkupannya
kebijakan publik sering dinamakan juga dengan kepemerintahan global.
Hal ini mengingat bahwa disaat ini segjumlah lembaga multinasional telah
ikut serta berpartisipasi bahkan mengambil peran penting dalam

pengelolaan global. Di dalam era globalisas lembaga-lembaga dunia

11



mempunyai pengaruh yang kuat sehinga akan mempengaruhi kondisi
nasional 2

Sementara itu kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan
publik dan mempunyai beragam definisi. Paling tidak ada tiga dimensi
dalam kebijakan sosial yang tidak bisa dipisahkan dan selalu melekat
yaitu, pembangunan sosial, kesgahteraan sosial, dan keadilan sosial.
Sementaraitu terkait dengan difiniss menurut Kenneth E. Boulding suatu
istilah yang kabur karena batas-batasanya sulit untuk didefinisikan,
sementara isinya kaya. Sedangkan Richard Titmus mendefiniskan
kebijakan sosial sebagal solusi terhadap alokasi berbagal sumber daya
yang terbatas untuk memenuhi berbagai kebutuhan sosial yang mencakup:
administrasi sosial, pelayanan sosial, kesgahteraan sosial, dan negera
kesejahteraan.®

Ada perbedaan cara pandang tentang kebijakan sosial di negara-
negara maju dan negara-negara berkembang. Untuk negara-negara maju
pendekatannya melalui administrass sosia yang diperuntukan bagi
mereka yang terlibat dalam usaha-usaha sosial dan amal. Oleh karena itu
arah dari sebuah kebijakan sosial tersebut dipergunakan untuk
memecahkan permasalahan. Sementara di negara-negara berkembang
kebijakan sosial tidak berhenti pada memecahkan permasalahan tetapi

merujuk pada proses mempercepat perubahan sosial. Sama juga suatu

** |bid, 108 - 116.
% Riant Nugroho, Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang (Yogyakarta:
Pustaka Peljar, 2014), 23-25.
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perubahan yang dipaksakan. Oleh sebab itu pembangunan sosia selau
direncanakan, direkayasa, dan dikendalikan.

Tujuan utama dalan kebijakan sosia adalah mendorong
kemampuan masyarakat untuk memecahkan setiap konflik secara damai.
Sebagaimana dalam setiap kebijakan sosial selalu menciptakan masalah
baru seperti ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakstabilan sosial. Mengapa
ini bisa terjadi? Menurut Riant Nugroho setiap pembangunan ada fasa
“malturitas” ibarat manusia ada 2 meter, 100 kilogram anak laki-laki
berusia 12 tahun yang secarafisik seperti seorang laki-laki dewasa.

Terkait dengan model-model kebijakan sosial, ada tiga bentuk
yang telah diterapkan di berbagai negara: pertama, model kebijakan sosial
yang menempatkan pengurangan kemiskinan sebaga agenda inti. Kedua,
model kebijakan sosial yang memfokuskan pada perlindungan orang-
orang bekerja. Ketiga, model kebijakan sosial yang memberikan
perlindungan minimum bagi semua orang dan melindungi pendapatan
masyarakat.”®

Kebijakan ada karena fungs yang ditunjukannya dan keberadaan
kebijakan tergantung pada kapabilitas melayani fungs yang
dilakukannya. Sebagaimana ungkapan tersebut dikemukakan oleh Siti
Hajar yang dikutip oleh Riant Nugroho, ada lima fungsi kebijakan sosial:
a. Sebaga mekanisme perubahan,

b. Untuk melegitimiasi status quo,

% |bid ... , 35-36.
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c. Saranameéligitimas hukuman dari tatanan sosial dan hukum,

d. Untuk memecahkan kebutuhan sosial dan masalah sosial,

e. Instrumen untuk membentuk masyarakat dan menyebarkan tahapan
perekonomian dan sumber daya sosial.

Terkait dengan kebijakan konversi bukan merupakan yang pertama
dilakukan oleh pemerintah, masih terngiang di dalam ingatan tentang
konversi minyak tanah menjadi bahan bakar gas yaitu tujuan utamanya
adalah efisiensi yang mana dilakukannya konversi dikarenakan harga
minyak tanah yang meroket sementara pengguna oleh pemerintah masih
di subsidi sehingga terjadilah penyalahgunaan diantaranya di
diselundupkan atau dijual ilegal .’

Program konversi sendiri mempunyai arti perubahan, maka di
dalam perubahan atau pengkonversian lebih banyak ditemukan proses
top down yang mana, program itu awalnya didesain oleh pemerintah
dengan maksud untuk meningkatkan perbaikan-perbaikan ataupun
pelayanan publik.?® Oleh sebab itu dari analisa Ellista dan R. Rahmadani
Dey dapat diambil prinsip-prinsip konversi sebagaimana penulis
simpulkan ada 4 yang meliputi: efisiensi, kemampuan hitung (caculabiy),

kontrol, kemampuan memprediksi.

7 Ellista Vikalista, “Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG

(Liquifiet Petrolium Gas) di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin,” Jurnal 1lmu
Politik dan Pemerintahan Lokal, Vol. 2, 2012, 47.

% Rahmad Rahmadani Dey, “Persepsi Masyarakat terhadap K ebijakan Konversi

Minyak Tanah ke Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda llir,” Jurnal
Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, 2013, 11.
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2. Birokrasi dan Teknis Penyusunan Program

Salah satu pendekatan umum yang dipakai untuk memahami
bagaimana suatu program itu dibuat adalah dengan mengidentifikasi
langkah-langkah tertentu yang berurutan mulai dari perumusan masalah,
identifikasi sasaran, perancangan dan evaluas aternatif kebijakan, hingga
pemilihan alternatif keputusan. Cara pandang seperti ini  menurut
Wahyudi Kumorotomo akan sangat bermanfaat untuk menemukan
keteraturan atau menstrukturkan dari sebuah yang kompleks.?

Telah diuraikan di awa bahwa ada lima susunan di dalam suatu
kebijakan tempat pengimplementasian suatu kebijakan yaitu tingkatan
yang paling tinggi adalah tingkat gelobal, di bawahnya negara-
masyarakat, lalu negara, disusul pemerintah, kemudian terakhir birokrasi.
Pada setigp tingkat masing-masing mempunyai dampak tersendiri dari
implementasinya. Uraian mengena birokrasi sebenarnya sudah lama
diulas, yaitu pertama kali pertama Max Weber mengamati pemerintahan
di Prusia atau Jerman Kuno. Menurutnya ada ciri-ciri organisas itu
dinamakan birokrasi yaitu:*°
a. Para anggotanya (staf) secara pribadi bebas, dan hanya melakukan

tugas-tugas impersonal dari jabatn-jabatannya.
b. Terdapat hierarki jabatan yang jelas.
c. Fungsi-fungs jabatan diperinci dengan jelas.

d. Parapegabat diangkat berdasarkan kontrak.

% Wahyudi Kumorotomo, Desentrasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan
1974 — 2004, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 25.
% Riant Nugroho, Gender dan Administrasi . . ., 110.
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e. Diseleks atas dasar kualifikasi profesional yang secaraideal diperkuat
dengan diploma yang diperoleh melalui ujian.

f. Mereka diggi dengan uang dan biasanya mempunyai hak-hak
pensiun.

0. Pekerjaan pejabat ialah pekerjaannya satu-satunya.

h. Terdapat struktur karier dan kenaikan pangkat adalah yang mungkin
baik melalui senioritas ataupun prestasi dan sesuai dengan penilaian
para atasan.

i. Pegabat tidak boleh mengambil kedudukannya sebagai miliknya
pribadi begitu pula sumber-sumber yang menyertainanya.

j. Pegabat tunduk pada pengendalian yang dipersatukan dan kepada
sistem disipliner.

Berbicara masalah birokrasi berarti membicarakan suatu sifat
yang berkaitan erat dengan hal-hal yang teknis. Pengertian teknis ini
dapat disggarkan juga dengan fungs aat dimana tidak melekat suatu
nilai apapun, yang artinya bebas nilai. Namun demikian yang bebas nilai
ini merupakan dasar dari perubahan masyarakat.** Menurut Nasruddin
Harahap perubahan nilai atau keyakinan yang tanpa goncangan diawali
dengan perubahan dari hal-hal yang teknis. Ada hirarki dampak dari yang
bersifat teknis sampai ke idiologis atau religi sebagai berikut: sub-sistem
teknologi atau wilayah teknis akan berpengaruh pada mata pencaharian,

lalu berpengaruh terhadao sub-sistem kesenian, kemudian sub-sistem

3! Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,
2011), 224.
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bahasa, lau akan berpengaruh pada pengetahaun, kemudian itu akan
berdampak pada perubahan terhadap organisasi kemasyarakatan, dan
terakhir akan mempengaruhi sistem keagamaan. proses perubahan dari
yang paing atas kebawahnya cenderung lebih alot, oleh karena itu
Ingkah tersebut dirubahlah sub-sistem yang paling mudah diterima dan
tanpanilai yaitu pada bagian yang teknis.*
Isi pokok dari birokrasi adalah struktur birokrasi dan komunikasi
(aktor birokrasi) dalam kasus negara Indonesia birokrasi di isi oleh oranf-
orang yang berpangkat eselon | ke bawah. Adapun struktur pegawai di
negara Indonesia paling tinggi adalah eselon |, lalu eselon 11, disusul
eselon lll,kamudian eselon IV, dan paing dasar adalah pengawai
kontrak. Aktor-aktor tersebut yang menyusun sebuah program yang akan
menjadi suatu kebijakan pemerintah.*
3. Monitoring - Evaluasi Program dalam Birokrasi
Monitoring dan evaluasi sering disingkat menjadi “monev.”
Monitoring dan evaluas dua hal yang berbeda. Biasanya sebelum
dievaluas telah dilakukan monitoring. Tidak semua evaluasi mesti harus
dilakukan monitoring terlebih dahulu, karena pada dasarnya kegiatan
monitoring itu terpisah dan berbeda dengan evaluasi. Adapun perbedaan
antara monitoring dan evaluasi sebagai berikut: monitoring atau sering

disebut juga dengan pemantauan adal ah usaha secara terus-menerus untuk

% Nasruddin Harahap, Dakwah dan Pengembangan Masyarakat (Y ogyakarta: LkiS,
2011), 131.
% Budi Winarno, Kebijakan Publik Era Globalisasi . . . , 182-186.
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memahami perkembangan bidang-bidang tertentu dari pelaksanaan tugas
atau proyek yang sedang dilaksanakan.

Tujuan dari monitoring adalah untuk menghindarkan terjadinya
penyimpangan atau kesalahan sehingga dapat diluruskan dimana
memastikan proses implementass menuju kearah kebijakan yang
dikehendaki. Ada jenis-jenis metode memonitoring yaitu: model survei
lapangan, model diskusi kelompok dengan memanfaatkan para ahli, dan
pengawasan di balik meja dengan memanfaatkan triangulasi data maupun
triangulasi teori.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi manakala akan
melakukan monitoring yaitu: monitoring tidak boleh mengganggu
jalannya proses implementasi, pemonitoring tidak diperkenankan
melakukan intervenss karena dapat menghilangkan  peluang
berkembangnya diskress atau inovasi, pemonitor tidak boleh
menyampaikan hasil monitoring kepada yang dimonitor, tetapi kepada
atasan, pemonitor tidak diperkenankan mengambil anggota dari
pel aksana, atau mempunyai hubungan khusus dengan pel aksana.

Sedangkan evaluass merupakan kelanjutan dari  monitoring.
Evaluas adalah salah satu unit terkecil dari sebuah kebijakan adalah
evaluasi. Tujuan dari evaluas biasanya ditunjukan untuk menilai segjauh
mana kefektifan program tersebut guna melihat kesenjangan antara

“harapan” dan “kenyataan”. Adapun fungsi pokok dari evaluasi program
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bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan mengurangi atau

menutup kesenjangan tersebut.
Ciri-ciri dari evaluasi program sebagai berikut:>*

a. Tujuannya menemukan ha-ha yang setrategis untuk meningkatkan
kinerja kebijakan.

b. Evauator mampu mengambil jarak dari pembuat program, pelaksana
program, dan target program.

c. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi.

d. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.

e. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja.
Evaluas program menurut waktunya dibagai menjadi tiga bagian
yaitu sebelum dilaksanakan, waktu dilaksanakan, dan sesudah
dilaksanakan. Menurut Riant Nugroho evaluasi pada waktu pelaksanaan
biasanya disebut evaluasi proses, sementara evaluas setelah kebijakan
disebut sebagai evaluasi impak atau pengaruh.
Model-model evaluasi sebagai berikut:®

a. Model sistem, dengan indikator utamanya adal ah efisiensi.

b. Mode perilaku, dengan indikator utamanya adalah produktivitas dan
akuntabilitas.

c. Model formulasi keputusan dengan indikator utamanya adalah
keefektifan dan keterjagaan kualitas.

d. Model tujuan bebas, indikator utamanya adalah manfaat sosial.

¥ Riant Nugroho, Public Policy . . . , 674.
* Ibid., 674.
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Model review profesional, indikator utamanya adalah penerimaan
profesional.

Model kuasi-legal, indikatornya adalah resolusi, dan

Model studi kasus, indikator utamanya adalah pemahaman atas
diversitas.

Ada empat macam jenis-jenis evaluasi sebuah program atau kinerja
sebagai berikut:*

Evaluas komparatif, yaitu membandingkan implementasi kebijakan
(proses dan hasilnya) dengan implementasi kebijakan yang sma atau
berlainan, disatu tempat yang sama atau berlainan.

Evaluas historikal, yaitu membuat evaluasi kebijakan berdasarkan
rentang segjarah munculnya kebijakan-kebijakan tersebut.

Evaluas laboratorium atau eksperimental, sebuah evaluasi namun
menggunakan eksperimen.

Evaluas ad hock, evaluasi yang dilakukan dengan dilakukan secara
mendadak dalam waktu segera untuk mendapatkan gambaran pada
saat itu juga.

Evaduas  dapat  dilakuakan  dengan  sistematis  guna

mempermudahkan dalam proses evaluasi. Adapun langkah-langkah untuk

mel akukan evaluasi antaralain:®’

a

b.

Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.

Analisisterhadap masalah.

% |bid., 677.
37 |bid., 675.
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c. Diskripsi kegiatan yang akan dievaluasi.
d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
e. Menentukan apakah perubahan yang terjadi merupakan akibat dari
kegiatan tersebut atau dari kegiatan lain.
f.  Menentukan indikator untuk menilai suatu dampak.
4. Culture Lag dan Dampaknya

Perkembangan teknologi memberikan dampak perubahan sosial.
Apabila perubahan teknologi tidak dibarengi dengan kemampuan
mengoperasikan teknologi maka akan menimbulkan perilaku anomali.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aulya Nursyifa yang mengutip
pendapatnya William F. Ogburn bahwa perubahan sosiokultura tidak
secepat perubahan mental sehingga timbullah apa yang disebut dengan
gegar teknologi (culturelag).

Penyebutan istilah culture lag mempunyai beragam vers
diantaranya gegar teknologi, ketertinggalan budaya, atau gagap teknologi
(gaptek). Dari berbagal vers idtilah tersebut secara makna sama yaitu
mengakui bahwa adanya kepanikan tidak mampu menggunakan
teknologi. Peristiwa culture lag dapat terjadi pada masyarakat yang
sedang mengalami evolusi teknologi.*®

Proses terjadinya gaptek menurut William F. Ogburn sebagaimana

dikutip oleh Muhammad Adib ada empat fase meliputi; penemuan

*® Aulia Nursyifa, “Kajian Culture Lag dalam Kehidupan Masyarakat Perkampungan
Budaya Betawi Setu Babakan pada Era Globalisasi,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 5,
No. 1, 2018, 4.
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(invention), yaitu dimana teknologi mulai diciptakan, akumulasi yang
mana teknologi mengalami pertumbuhan yang berlipat-lipat, difus,
proses pertukaran diantara teknologi yang ditemukan, penyesuaian diri di
mana suatu tahapan non-material dari budaya merespon temuan teknol ogi
tersebut.*

Pada tahapan penyembuhan atau normalisasi atau juga penyesuaian
di dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami gaptek ada fase-fase
yang harus dilalui. Menyandur dari fase culture shock yang mana
mempunyai tahapan meliputi honeymoon suatu kondisi dimana individu
mengalami perasaan bahagia, gembira, senang dengan situasi yang baru.
Situasi yang baru tersebut ternyata tidak sgjalan yang dipahami sehingga
menimbulkan perasaan sedih, cemooh, benci, dil. Yang mana ini
dinamakan dengan suatu situas yang perlawanan atau krisis. Adanya sifat
menerima pada setiap individu yang termanifestasi dalam proses belgjar
dari situasi yang baru tersebut sehingga menghasilkan tahap pemulihan
secara perlahan. Dan pada tahap puncak pemulihan tersebut akan
melahirkan proses adaptasi. Pada tahap adabtasi ini menandakan sudah
hilangnya perasaan shock tersebut dan bertanda kondisi berjalan normal.*

Dari teori yang telah peneliti paparkan di atas dapat diambil
benang merahnya, pertama ada perbedaan antara kebijakan publik dengan

kebijakan sosial, dan menyangkut seluk-beluk PKH tergolong dengan

* Muhammad Adib, “Ketika Pesantren Berjumpa dengan Internet: Sebuah Refleksi
dalam Perspektif Culture Lag,” Jurnal Pusaka, Vol. 1, No. 1, 2003, 9.
** Winda Fitricia A, Studi Fenomenologi Perempuan Bercadar dalam Meminimalisir
Culture shock di Padangsambian Denpasar (Malang: Jurnal Komunikasi, 2014), 3.
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kebijakan sosial dan ini sesuai dengan pola pembagian kebijakan sektoral
yang mana ranah sosial ada di lembaga sosial atau Kementerian Sosial.
Adapun tujuan dari kebijakan sosiad adalah melakukan percepatan
perubahan masyarakat dan dapat menyelesaikan konflik secara damai.
Kedua, suatu kebijakan tidak lepas dari monitoring dan evaluasi (monev),
dalam melakukan evaluas tidak mesti dilakukan monitoring terlebih
dahulu. Hal ini antara monitoring dengan evaluas merupakan dua
kegiatan yan berbeda. Pada penelitian ini termasuk ke dalam ranah
evaluasi program. Ketiga, dari evaluas tersebut tentunya menemukan
temuan, dikarenakan temuan ini lingkupnya ada diranah perilaku dan
terkait denganpenggunaan teknologi, maka penulis meminjam analisanya
gegar budaya atau gagap teknologi guna menamakan temuan tersebut.
Ketiga teori tersebut yang nantiya akan penulis gunakan untuk menguji

penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode mempunya peranan penting dalam
menentukan suatu penelitian yang baik atau buruk. Peneliti mengumpulkan,
mengklasifikasikan dan menganalisa fakta-fakta yang peneliti di tempat
penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran pengetahuan sehingga dapat
tercapai tujuan yang diinginkan. Guna sampal pada tujuan tersebut dalam
penelitian perlu menggunakan metode yang bisa dipertanggungjawabkan,

oleh sebab itu metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
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1. Lokas Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan memilih lokas tersebut pertama ada
dampak dari program PKH yang disebabkan dari minimnya akses terhadap
fasilitas penunjang PKH sangat minim. Ditambah lagi daerah Dlingo
mempunyai susunan geografis yang terja yang mana akses jalannya naik-
turun sehingga sulit untuk dilalui.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini dinamakan pendekatan diskripsi kualitatif.
Di dalam menampilkan kajian pendlitian ini disgjikan tidak dengan data-data
statistik tetapi hasil temuan tersebut diramu dan ditampilkan berupa
diskripsi.** Menurut Moleong seperti yang dikutip oleh Haris Herdiansyah,
penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek.* Jadi peneliti sajikan dengan
runtut dari awal sampai selesai menurut ukuran tahun dengan dikemas dengan
bentuk narasi.
3. Subyek Pendlitian
Subjek penelitian adalah sumber utama yang berkaitan dengan apa

yang diteliti.”® Subyek penelitian biasa ditemukan dengan memilih informan

* Straus Anselm dan Corbin Julien, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata
Langkah dan Teknik-Teknik Data, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttagien
(Yogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2013), 4.

“2 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-1lmu Sosial, (Jakarta:
Salemba Humanika, 2010), 9.

“ Tatang M. Arifin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: CV Ragjawali Press,
1990), 92.
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di dalam pengambilan data di lapangan.** Subyek yang dapat memberikan
data-data dan informasi yang diperlukan. Teknik yang peneliti gunakan
awanya menggunakan bola salju yang mana tanya terlebih dahulu dengan
pendamping PKH. Caraini peneliti gunakan dikarenakan peneliti belum tahu
informan tersebut. Di tengah perjalanan peneliti kian memahami lokasi dan
sumber-sumber informan maka peneliti tentukan sendiri sesuai kriteria dan
informan yang paling mendekati dalam tema penelitian yang peneliti ajukan.
4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis sudah lama melakukan pengorganisasian masyarakat di
wilayah Kecamatan DIlingo dan sering juga terlibat dalam pemberdayaan
masyarakat. Sehingga teknik untuk mendapatkan data atau informasi sebaga
bahan penelitian adalah menentukan orang-orang yang terlibat langsung di
dalam proses pendampingan program keluarga harapan. Hal ini tentunya
dengan bertanya langsung kepada informan tersebut dengan pertanyaan yang
telah peneliti sipakan terlebih dahulu. Mengamati setiap proses
pendampingan. Dan mencari data atau dokumen yang pernah dilakukan oleh
pendamping PKH. Metode yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Observas (pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang

digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut agar

dapat diamati oleh pendliti.* Peneliti melakukan pengamatan secara langsung

“Sukardi, Penelitian Subyek Penelitian, (Yogyakarta: Lembaga Pendlitian IKIP,
1995), 7.
“> Dr. Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan
Kualitatif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 142.
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di tempat-tempat dilakukannya pendampingan yang berada di Kecamatan
Dlingo yaitu ikut di dalam pendampingan yang dilakukan pendamping PKH.
Peneliti juga ikut pendamping PKH di dalam menyelesaikan berbagai kasus-
kasus selama proses berlangsungnya implementasi program PKH.
b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara
dengan responden atau orang yang diwawancarai.*® Di dalam wawancara ini
penulis susun terlebih dahulu pertanyaan yang akan ditanyakan. Ketika di
lapangan daftar pertanyaan itu penulis hafal dan tidak saya lihatkan daftar
pertanyaan tersebut kepada informan. Untuk membantu mengingat-ingat
jawaban informan penulis melakukan perekaman dengan menggunakan alat
komunikasi. Wawancara tersebut berjalan normal sebagaimana obrolan biasa.
Adapun subyek dari penelitian ini adalah Unit Pelaksana Program Keluarga
Harapan yang ada di Kecamatan Dlingo yaitu: Rosyid Samsul, Abdul Rosid,
Aziz Munahar, Reni Purwanti, Sutadi. Disamping itu juga ada beberapa
keluarga penerima manfaat yang dimintai informasi atau data seperti Ibu
Defi, Legiyem, Munawaroh, Kartini, Kartiyah, Sumini, Dasikem, Sukiyah,
Rita Dwiningsih, Watini,Dan terakhir penulis juga mewancarahi kepala
Dukuh Dlingo 1 Bapak Seno, salah satu anggota Badan Permusyawaratan

Desa Ibu Supriyanti dan pelayan agen Trisrwinarsih.

“B|bid, 133.
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c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau
peristiwa pada waktu lalu. Metode dokumentass adalah metode yang
digunakan untuk menelusuri data historis”. Peneliti menggunakan data
dokumentas yang dipunyai oleh pendamping PKH dalam kegiatan
pendampingan. Tidak semua dokumen yang dimiliki oleh pendamping
digunakan semua akan tetapi digunkan seperlunya sgja. Selain itu peneliti
juga mengikuti secara langsung proses pendampingan maka beberapa
dokumen merupakan hasil dari dokumentasi peneliti.

Teknik dari metode dokumentasi ini diawali dengan menghimpun,
memilih dan mengkatagorikan dokumen-dokumen sesuai dengan kebutuhan
penelitian, mencatat dan mengambil gambar, sekaligus menghubungkan
dengan fenomena yang lain dengan tujuan untuk memperkuat data.
Pengumpulan data dengan melihat dokumen yang ada, arsip, foto, brosur
serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisi data adalah suatu kegiatan mengelompokkan dan
membuat suatu urutan serta menyingkat data sehingga mudah dibaca atau
difahami dan kemudian di interprestasikan®. Ada tiga model yang bisa
digunakan untuk menganalisis data pada penelitian kualitatif yaitu: model
perbandingan tetap adapun tokohnya Glasser dan Strauss. Model analisis

spradley, dan terakhir model interaktif yang tokohnya bernama Miles dan

*’ Ibid, 152.
“M. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 419.
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Heberman. Pada penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif
yang terdiri dari tiga bagian:*
a Reduks

Reduksi atau penyederhanaan yaitu dengan membuang data yang
tidak perlu. Pada tahap ini data yang sudah terkumpul baik dalam bentuk
wawancara maupun dokumentasi, dan catatan lapangan ditulis kembali dalam
bentuk poin-poin. Pengel ompokkan poin-poin ini disesuaikan antar data yang
penting dengan data yang tidak penting atau sesuai kebutuhan. Data yang
berfungs sebagai pendukung dengan data yang sebagai pelengkap. Kegunaan
dari pengelompokkan data adalah mempermudah dalam penyusunan
penulisan penelitian, dan juga mempermudah dalam membandingkannya
dengan datalain.

b. Penygian Data

Dalam pendlitian cara yang untuk menyajikan data ada bermacam-
macam, misalnya sgja dalan penditian kuantitatif sering menggunakan
diagram, tabel, atau matrik. Sedangkan dalam penelitian kualitatif lebih
menekankan bentuk narasi, namun tidak menutup kemungkinan
menggunakan tabel, hal ini dapat disesuaikan kebutuhan yang diperlukan
dalam penyagjian data. Pada penelitian ini lebih banyak menggunakan bentuk
narasi, yang dilengkapi dengan tabel sebagai penunjang kemudahan dalam

memahami data.

“ Lexy Moloeng. J, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2006), 287.
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c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan ini semua data yang telah dipilah-
pilah dan disesuaikan kemudian dikelompokkan menurut jenis yang sesual
dengan maksud penelitian. Setelah data dikelompokkan lalu ditampilkan
dengan dijabarkan supaya orang lain ketika membaca tidak mengalami
kebingungan, maka tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan.
Penarikan kesimpulan didapat dari hasil pembacaan menyeluruh hasil
penelitian, setelah itu baru menyimpulkan dengan akurat.

6. Teknik Vaiditas Data

Subyektivitas peneliti terkadang masuk dan mempengaruhi keabsahan
suatu penelitian kualitatif. Bahwa sebuah penelitian subyektivitas sgauh
mungkin harus dihilangkan. Seorang penéliti tentunya mengambil jarak dari
sesuatu yang ditelitinya. Maka untuk menghindari subyektivitas penelitian ini
menggunakan teknik triangulasi. Pengertian teknik ini adalah sebuah teknik
untuk mencari keabsahan data yang memanfaatkan dat satu dengan yang lain.
Jadi hasil data yang telah didapatkan itu diuji dengan data yang sudah ada
yang diakui keabsahannya. Dalam penelitian ini menggunakan tiga jalan alat
perbandingan data yaitu: sumber, metode, dan teori. Secara ringkas sebagai
berikut: >

a). Membandingkan data dari hasil pengamatan peneliti dengan hasil

wawancara.

%0 |bid, 331.
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b). Membandingkan apa yang dikatan subyek peneliti di depan umum

dengan perkataan yang dikatakan secara pribadi.

c). Pengecekan sumber data yang sama dengan metode yang berbeda

atau sebaliknya pengecekan sumber data yang berbeda tetapi dengan

metode yang sama.

d). Membandingkan dengan teori-teori yang sudah ada dan sudah

diakui keabsahannya.

G. Sistematika Pembahasan

Di daam kerangka penelitian ini mengangkat tema secara umum
dampak kebijakan sosia yang mana lokus dari kebijakan sosia adalah
pembangunan sosia yang di dalamnya ada kesejahteraan sosial dan intervensi
sosial untuk menuju pada kamakmuran masyarakat. Tetapi secara sempit
penelitian ini bercangkol pada program pemerintah dalam hal ini program
penanggulangan kemiskinan yang mana ada sebuah kebijakan yang
dibungkus dalam program keluarga harapan. Guna mensistematiskan atau
mempermudah untuk dipahami berikut penulis uraikan secara singkat
penjelasan perbab. Bab 1 merupakan pendahuluan, yang mana berisi latar
belakang masalah yang diteliti, pertanyaan penelitian, kgjian pustaka, teori-
teori yang digunakan, dan metodologi yang peneliti gunakan untuk
membedah tema penelitian ini.

Bab 2 menampilkan profil daerah tempat penelitian ini diangkat yang
meliputi sgjarah PKH dari tahun 2008 sampal saat ini, serta bisnis proses

PKH, yang mana tujuan utama dari program ini adalah memutus rantai
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kemiskinan dan melalui program ini juga terdorong untuk menumbuhkan
wirausahawan baru yang lahir dari kalangan ekonomi menengah bawah. Di
samping itu juga mengupas aur prosedural kebijakan program keluarga
harapan dan ini merupakan langkah-langkah yang harus dipatuhi oleh
lembaga.

Bab 3 beris akar sgarah dari penyesuaian masyarakat dunia yang
menuntut untuk dimodernkan. Atas alasan keinginan untuk sampa pada
modern tersebut maka kebutuhan teknologi merupakan suatu keniscayaan dan
harus segera diimplementasikan. Transaksi non tunai membawa kemudahan
dan mengurangi kelemahan-kelemahan yang ditimbulkan dengan transaksi
tunai.

Sedangkan bab 4 mengupas secara mendalam mengupas
implementasi dan implikasi yang muncul dari penerapan program baru
penanggulangan kemiskinan. Perlu untuk digaris bawahi bahwa kadang kala
tujuan yang bagus dari sebuah program terhenti karena masyarakat belum
siap untuk berubah secara radikal. Perubahan yang radikal akan
memunculkan dampak-dampak yang baru dan sifatnya sulit untuk
diselesaikan. Dari sana memang perlu keterbukaan palayanan, artinya sebagai
pelayan masyarakat tidak memandang siapa yang dilayani tetapi melayani
sigpa sgja yang datang untuk dilayani. Sementara untuk bab 5 merupakan
penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang digjukan dari

hasil pendlitianini.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari urain dan analisis data dari bagian sebelumnya pendliti
menyimpulkan bahwa proses konversi bantuan dari tunai menjadi non
tunai yang dilakukan pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 63 Tahun
2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tuna dalam
Program Keluarga Harapan telah menimbulkan dampak baru di luar
dampak-dampak yang direncanakan. Mengingat alasan mendasar mengapa
PKH perlu untuk dikonversi pada mekanisme penyaluran adalah mengejar
3T: tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Hasilnya mengarah pada
3T tersebuit.

Soal tepat jumlah di sini mengacu pada peraturan menteri yang
mengatur besar kecil jumlah bantuan yang didapatkannya keluarga
penerima manfaat. Hanya sgja nemenukan ketidak singkronnya data yang
mana harusnya tergolong komponen lansia malah mendapatkan komponen
seperti anak sekolah dan begitu sebaliknya. Hal semacam ini hanya
masalah teknis yang mana datanya sangat rumit dan dapat diatasi
manakala ada koordinasi yang intens antara pendamping dengan operator.
Masih dalam misteri setiap pencairan masih ditemukan saldo nol dan dari
penelusuran pendamping saldo nol tersebut disababkan karena data yang
rumit tersebut ditambah jumlahnya yang banyak sehingga satu-dua

keluarga penerima manfaat tercecer sehingga terjadilah saldo nol.
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Dari rumusan 3T tersbut yang diimplementasikan telah
menimbulkan culture lag atau gagap teknologi yang dapat peneliti rinci
sebagai berikut: pin keblokir, saldo nol, penyelewengan bantuan yang
dilakukan beberapa kelompok, inefisiensi kontrol penyaluran, akses
penyaluran, teknis aduan, dan gagapnya penyaluran bantuan. Ada faktor
lain yang menjadi pemicu terjadinya dampak baru itu muncul diantaranya
adalah akses terhadap layanan perbankkan seperti jarak rumah keluarga
penerima manfaat terhadap bank jauh, tidak adanya loket ATM. Akses
jalan yang naik-turun dan curam juga turut andil dalam melahirkan
dampak tersebut.

Apabila menggunakan pendekatan gagap teknologi bahwa terjadinya
culture lag tidak akan terjadi lama, akan ada masa penyesuaian dan
adaptasi dari keluarga penerima manfaat. Sehingga setelah masa adaptasi
telah usal maysarakat akan kembali tentang dan pastinya akan menikmati
kemudahan teknologi yaitu terwujud dari nyamannya menggunakan ATM.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik klausul bahwa program atau
kebijakan yang baru yang mana terkait dengan teknologi dan mesyarakat
sebagai sasaran belum mengenalnya maka akan mendorong terciptanya
gagap teknologi (culture lag). Hasil intervenss melaui PKH juga
menimbulkan perubahan sosial terbukti dengan hadirnya warung-warung
jgaring yang sebelumnya tidak ada dan menjadi pembenar bahwa

perubahan sosia harus dikawal bukan dibiarkan tanpa arah. Sejarah ada
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ditangan manusia, masa depan adalah rekayasa manusia. Begitulah

adagium zaman modern.

. Saran

Saran di sini dimaksudkan untuk dikembangkan lagi pendlitian
lanjutan yang terkait dengan Program Keluarga Harapan yaitu menyod
sasaran penerima PKH apakah sudah sesual kriteria yaitu kelompok 13%
ke bawah dari data Basis Data Terpadu. Di samping itu juga terkait
dengan meta analisis data perencanaan yang dalam pandangan peneliti
belum banyak yang mengupas. Semoga penelitian ini menjadi informasi

dan pelengkap data bagi yang membutuhkan.
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